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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap Putusan Pengadilan 

Negeri Padang dan setelah merumuskan ke dalam bentuk pembahasan di 

atas maka Penulis mendapatkan kesimpulan: 

1. Penerapan double track system dalam pemidanaan terhadap anak pada tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang yaitu, 

Hakim di Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan sanksi bentuk 

pidana berupa penjara dan pidana pengawasan di LPKA Tanjung Pati 

atau di Rutan Klas II B Padang, dan sekaligus menjatuhkan bentuk 

tindakan berupa pelatihan kerja di LPKA Tanjung Pati. 

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan double track system 

dalam pemidanaan anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika 

di Pengadilan Negeri yaitu dengan memerhatikan pertimbangan 

yuridis yang berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan 

terdakwa, keterangan saksi, dan barang-barang bukti lainnya. 

Kemudian juga memperhatikan pertimbangan non-yuridis seperti latar 

belakang terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi diri 

terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringkan terdakwa. 

Selain itu hakim juga mempertimbangkan rekomendasi dari hasil 

laporan penelitian kemasyarakatan, dan untuk mempertimbangkan 

masa depan anak pelaku penyalahgunaan narkotika. 

 



UNIVERSITAS BUNG HATTA

80 
 

 

 

B. Saran 

1. Kepada orang tua pelaku penyalahgunaan narkotika diharapkan untuk 

lebih memperhatikan anak dalam membimbing dan mengawasi 

mereka dalam pergaulan dan lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan 

untuk mencegah anak agar tidak berhadapan dengan hukum dan untuk 

melindungi masa depan anak. 

2. Kepada penegak hukum diharapkan agar kasus-kasus tindak pidana 

anak harus ditangani dengan cara yang berbeda dari kasus orang 

dewasa. Untuk mencapai hal tersebut, dalam kasus anak yang 

berhadapan dengan hukum tidak mengedepankan hukuman penjara 

sebagai pilihan utama atau sebagai bentuk pembalasan. Tetapi harus 

mengedepankan pemulihan keadaan anak, karena secara psikologis 

anak belum siap untuk menerima hukuman yang bersifat pembalasan 

seperti hukuman orang dewasa.  
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